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MOTTO

“Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu.
Minta tolong pada Allah, jangan engkau lemah “

(HR.Muslim)

“ Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran
hendaklah ia mengubah dengantangannya. Jika tidak mampu,
maka dengan lisannya, jika ia masih tidak mampu,maka
dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemahnya iman”.

(HR.Muslim)

“You will study the life of mankind. You will study the
percepts of justice. For these are that through you shall
come to their hour of thriumph. Here is the high emprise,

the fine endeavor, the splendid possibility of
achievement”.

(Cardozo)
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ABSTRAK

Pelaksanaan Nafkah Anak Oleh Pegawai Negeri Sipil Yang Bercerai
Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi PerkaraNomor :
37 / Pdt.G / 2018 /Di Pengadilan Agama Curup)

AnggiMulyadi
14621020

Penelitian ini berjudul pelaksanaan Nafkah Anak Oleh Pegawai
Negeri Sipil Yang Bercerai Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum
Islam (Stadi Perkara Nomor : 37 / Pdt.G / 2018 /Di Pengadilan Agama
Curup). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan menerima tuntutan
nafkah anak namun tidak menerima sepenuhnya yang telah di tuntut oleh
tergugat rekonvensi dan termohon konvensi. Pertimbangan berdasarkan pada
ketentuan angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 03 Tahun 2015
Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan. Ruang lingkup
penelitian ini terbatas pada penyelesaian kasus nafkah anak berdasarkan
putusan Pengadilan Agama Curup Nomor : 37 / Pdt.G / 2018 / Pengadilan
Agama Curup. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui alasan atau dasar
Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut yang menggunakan pada
ketentuan angka 14 Surat Edaran Mahkama Agung Rl Nomor 03 Tahun 2015
Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan. Penelitian ini
merupakan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data langsung dari
Majelis Hakim menggunakan metode pendekatan kualitatif, menggunakan data
primer dan data sekunder, obserpasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang
diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan Induktif yaitu cara
berpikir yang bertitik tolak dari kenyataan-kenyataan khusus berupa fakta-fakta
menuju kepada suatu kesimpulan yang sifathya umum dan Deduktif yaitu cara
berpikir yang bertitik tolak dari kebenaran-kebenaran yang sifatnya umum
menuju kearah yang sifatnya khusus. Hasil penelitian menunjukan bahwa
nafkah anak di tinjau dari hukum positif dan hukum islam adalah Majelis
Hakim berlandaskan kepada Ketentuan angka 14 Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas Pengadilan. Terhadap nafkah anak dalam perkara Nomor
:37/Pdt.G/2018/PA.Crp. Majelis Hakim bersandar kepada
(volledigeenbindendebewijskracht) sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim juga
bersandar kepada ketentuan Pasal 105 huruf ¢ dan Pasal 149 huruf d Kompilasi
Hukum Islam. Hal ini tidak dikabulkan sepenuhnya oleh Majelis Hakim
dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan ayah. Dalam
hukum Islam nafkah anak adalah kewajiban yang harus ditunaikan ayah
bahkan saat berada dalam kemiskinan, kewajiban itu mengikat seorang ayah
termasuk ketika tanggungjawab nafkah dilalaikan. Apabila itu terjadi maka itu



akan menjadi hutang bagi ayah dan apabila nafkah itu telah dipenuhi oleh ibu
maka ayah wajib untuk mengganti nafkah yang telah dipenuhi tersebut. Nafkah
anak adalah bersifat kasuistis yang apabila nafkah tersebut sengaja dilalaikan
padahal ternyata ia mampu, maka nafkah anak wajib dituntut.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang
menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis : melakukan
hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”,
berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling
memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).Kata “nikah”
sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti
akad nikah.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.'Selain
merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan perkawinan juga
merupakan cara untuk menghasilkan keturunan, anak, berkembang biak. Suami
adalah mitra isteri dan sebaliknya isteri juga merupakan mitra suami, maka
kedudukan isteri dan suami adalah sama dan seimbang baik dalam rumah
tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.Masalah yang dihadapi dalam
keluarga dapat dimusyawarahkan untuk penyelesaiannya.’Dari pengertian ini
perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan

ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan

! Abdulrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ( jakarta CV.Akademika.presindo
1995),cet. Ke 2, Him 10.
2. Abdul Rahman Ghozali,Figih Munakahat,(Jakarta :Prenadamedia Group, 2015), HIm.7



hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong karena perkawinan

termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya

tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya
dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut :

1.  Dalam pasal 2 berisi tentang, Perkawinan menurut hukum Islam adalah
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsagan ghalizhan untuk
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2.  Dalam pasal 3 berisi tentang, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.?

Sayyid Sabiq,berpendapat : perkawinan merupakan sunnatullah yang
berlaku pada semua mahluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-
tumbuhan. Perkawianan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan
bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan
hidupnya.”Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang
hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan.
demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum
sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan manusia antara laki-laki dan
perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai,
dengan upacara ijab Kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan
dengan di hadiri para saksi-saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki

dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah

¥, Undang-Undang R.l. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum
Islam,( Bandung Citra Umbara, 1991), HIm. 7
4. Sayyid Sabig, Figh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-fikr, 1983), cet. Ke-4, Jilid II, HIm. 5.



memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan
baik, dan menjaga perempuan agar tidak seperti laksana rumput yang boleh
dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.

Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri
keibuan dan kebapaan sebagaiman ladang yang baik yang nantinya akan
menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan mengahsilkan buah yang baik
pula.’

Dalam Al-Qur’an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup
berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk allah Swt, termasuk manusia,
sebagaimana firman-nya dalam surat Az-Zariyat ayat 49 :

OsoR% A&l a7 A ¢ T8 0K e

Artinya :

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
mengingat akan kebesaran Allah SWT. (QS-Az-Zariyat : 49) .°

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui
jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan
yang disebut hukum perkawinan.Setelah kawin atau menikah maka timbullah
kewajiban-kewajiban yang dibebankan baik kepada suami atau istri
diantaranya kewajiban suami dalam member nafkah kepadah istri dan anak-
anaknya begitupun sebaliknya oleh istri.Keluarga dalam pandangan
antropologi adalah suatu kesatuan sosial terkecil yang dimiliki oleh manusia
sebagai mahkluk sosial yang memiliki tempat tinggal dan di tandai oleh kerja

sama ekonomi, berkembang, mendidik, meindungi, merawat dan sebagainya.

° Ibid, HIm. 12
® Departemen Agama Al-Qur’an dan terjemahan
" Abdul Rahman, Perkawinan Dalam Syari’at Islam,(Jakarta Rineka Cipta, 1996), HIm.1



Inti keluarga adalah ayah, ibu dan anak.Tentu saja setiap anggota keluarga
memiliki kewajiban dan hak yang berbeda sesui dengan kodrat dan fungsinya
masing-masing.Seperti yang sudah diuraikan di atas bawabh inti dalam keluarga
terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Namun, terkadang ada juga anggota keluarga
lainnya yang umumnya tinggal bersama dalam satu rumah, di antaranya yaitu
ayah dan ibu, kakek dan nenek atau juga asisten rumah tangga. Anggota
keluarga tentu memiliki peran yang berbeda, dan kewajiban itulah timbul hak-
hak dan kewajiban yang berbeda-beda dari masing-masing anggota.®

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan sedangkan hak adalah
sesuatu yang dapat dituntut atau kekuasaan untuk melakukan
sesuatu.kewajiban dan hak dalam keluarga tentu harus sejalan dengan
kebutuhan manusia itu sendiri, yaitu unsur jasmani dan rohani (jiwa),
intelijensi, dan sosialnya. Setiap kewajiban yang dikerjakan tentu akan
mengakibatkan hak yang dapat diperoleh dan dapat dituntut. Begitu pula
dengan setiap anggota keluarga, mereka memiliki kewajiban yang harus di
kerjakan dan sebagai konsekuensinya mereka juga memiliki hak untuk
menerima atau menuntut.

Dalam kompilasi hukum Islam, kewajiba suami istri di jelaskan secara
rinci sebagai berikut :

a.  Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 dikatakan bahwa:

8 Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H. Antropologi Hukum Indonesia, (Yogyakarta, Alumni,
2010), HIm.45



1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi
sendi dasar dari susunan masyarakat.

2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati,
setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara
anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani,rohani
maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing
dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.®

b.  Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 dikatakan bahwa Suami
dengan penghasilannya, suami menanggung :

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.

2.  Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi
istri dan anak.°

Sayyid Qwthub mengatakan bahwa ada beberapa kebutuhan yang merupakan
fitrah manusia menuntut untuk di penuhi. Selanjutnya dia mengemukakan
bahwa kebutuhan pokok manusia terbagi menjadi empat macam, yaitu :

1. Kebutuhan hati nurani setiap insan untuk memperoleh kepuasan,

ketentraman dan ketenangan.

° Abdullah Tri Wahyudi, Peradiln Agama di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar
2004, cet.1, Hm.104
10 Kompilasi Hukum Islam.Op.Cet HIm. 44



2. Kebutuhan akal pikiran setiap insan untuk memperoleh kebebasan,
kemerdeakaan dan kepastian.

3. Kebutuhan perasaan setiap insan untuk memperoleh rasa saling
pengertian, kasih sayang dan perdamaian.

4. Kebutuhan hak dan kewajiban setiap insan untuk perundang- undangan,
ketertiban, dan keadilan.

Namun dalam kenyataan yang ada di masyarakat mudah sekali pasangan
suami-isteri memutuskan ikatan perkawinan (bercerai) karena tidak adanya
kesepakatan bersama dalam penyelesaian masalah yang dihadapi.Walau pada
dasarnya melakukan perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi
adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak
dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus
dengan sendirinya.

Soemiyati mengatakan penyebab terjadinya perceraian biasanya masalah
ekonomi.Dari masalah ekonomi terus merambat ke percekcokan, terus
penyiksaan fisik dan seterusnya akhirnya terjadi perceraian.Perceraian
sebenarnya tidak dianjurkan di semua agama, tetapi dalam kenyataannya yang
terjadi di masyarakat yaitu banyak sekali dijumpai kasus perceraian dalam
sebuah rumah tangga.Persoalan yang sering terjadi bahwa setelah perceraian
kewajiban pemberian nafkah terhadap anak tidak terlaksana dengan baik
sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan baik, serta tidak menerima
pendidikan yang layak sesuai dengan umurnya.Mengingat hal tersebut, maka

Pengadilan Agama yang telah memutuskan suatu perkara perceraian mestinya



harus mengawal apakah putusan pengadilan agama telah dapat

dieksekusi.Pihak pengadilan agama sesungguhnya dapat memberikan sanksi

terhadap pihak suami yang berkewajiban untuk memberi nafkah pada
anaknya.Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka Pasal 41 UUP

No.l Tahun 1974 menyebutkan bahwa:**

a.  Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada
perselisihan  mengenai penguasaan anak pengadilan memberi
keputusannya.

b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak, dan bila ternyata dalam kenyataannya
bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat
menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut.

c.  Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan
biaya penghidupan dan / atau menentukan suatukewajiban bagi bekas
Istri.

Mengenai pertanggungjawaban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak
tidak dapat dilepaskan dari kebijakan Legislatif dan Eksekutif yang tertuang
dalam UU No. | Tahun 1974 maupun KHI kedua peraturan tersebut telah
mencantumkan beberapa ketentuan tentang kewajiban orangtua (khususnya

ayah) terhadap anak-anaknya. UU No. | Tahun 1974 pasal 45 ayat (1) dan (2)

1 https:/www.researchate.net.media.neliti.com/...  /23494-1D-hak-nafkah-anak-akibat-

perceraianDi Akses Pada Tanggal 22 Oktober 2018 pukul 22 : 23 WIB.
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menyatakan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-
baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini
akan terus berlaku meskipun perkawinan kedua orangtuanya putus.?

Sanksi yang diberikan pengadilan agama disesuaikan dengan keadaan
yang ada, seperti jika pihak suami tidak memberi nafkah karena keadaan
ekonominya tidak mendukung karena tidak bekerja atau pendapatannya
terbatas, maka pihak pengadilan agama dapat mengalihkan sebagian kewajiban
pemberian tunjangan nafkah tersebut kepada pihak ibu.*®

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah
tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memerintahkan pihak-pihak
yang berperkara untuk menempuh perdamian melalui jalan mediasi sesuai
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator
Drs. AhmadNasohah (Hakim Mediator Pengadilan Agama Curup), akan
tetapi usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal
30Januari 2018, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan
lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

2R Subekti dan R. Tjitrosudibio,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk
Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan,
(Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1999), cet. XXIX, HIm.551

13 https://www.hukumonline.com/.../dasar-hukum-kewajiban-suami-memberi- nafkah Di
Akses Pada Tanggal 22 Oktober 2018 Pukul 22 : 30 Wib.



bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian harus
mendapatkan surat izin dari pejabat yang berwenang. Pemohon sebagai
Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikan surat izin dari pejabat yang
berwenang untuk melakukan perceraian dari Bupati Kepahiang dengan surat
keputusan Nomor 474.3-544 Tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016, dengan
demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
sehingga perkara dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah
menyampaikan surat keterangan dari pejabat yang berwenang tuntuk bercerai,
dari Kepala Bidang Pembinaan SMKDinas Pendidakan dan Kebudayaan
Provinsi Bengkulu dengan surat Nomor 800/652/Dikbud/2018, tanggal
19Februari 2018, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah
memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar
diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa
setelah lima tahun pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Hal tersebut
disebabkan perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon, Termohon
sering tidak di rumah dan keluar tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak
melaksanakan kewajiban dengan baik, dan Termohon tidak mau patuh lagi

kepada Pemohon selaku suami. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi
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pada awal tahun 2014, dan sejak pertengahan tahun 2014 antara Pemohon dan
Termohon berpisah tempat tingggal sampai sekarang tidak pernah tinggal
bersama kembali.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon di
persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon
menyatakan membantah alasan-alasan Pemohon mengenai sebab-sebab
perselisihan dan pertengkaran tersebut, penyebabnya karena Pemohon yang
tidak jujur dalam masalah keuangan.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan
Termohon dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu
apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah
sedemikian parah sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan

lagi untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon dibantah oleh Termohon,
maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. Kepada Pemohon dan Termohon
diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan
pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon untuk menguatkan dalil-
dalilnya telah mengajukan bukti surat (P.1) dan menghadapkan dua orang
saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor
52/05/11/2007 tanggal 13 Oktober 2014, telah dinazegelen, bukti tersebut telah

diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)
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Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig een bindende
bewijskracht)sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti
yang sah. Berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa Pemohon dan Termohon
terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon
adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (legitima
persona standi in judicio) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama
Saidina Hamzah, M.Pd. bin Samin dan Cik Uli bin Zulkipli, kedua orang
saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas mengenai angka 4 dan
5 posita permohonan Pemohon, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan olenh Pemohon serta keterangan saksi-saksi
saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan
309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah
mengajukan dua orang saksiyang telah memberikan keterangan sebagai yang

diuraikan di atas.
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Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon yang bernama Susva Sonalia
binti Suradi dan M. Yusup bin Kemas M. Hasan Zen, kedua orang saksi
sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh
Pemohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon
serta keterangan saksi-saksi Termohon, maka telah ditemukan fakta-fakta
hukum sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah
pada tanggal 12 Februari 2007 dan dari pernikahan tersebut sudah
dikaruniai dua orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama
Termohon.

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering
terjadi perselisinan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan
Termohon berpisah tempat tinggal.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama
tiga tahun lebih.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum 2 menuntut agar diberi izin
untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon tersebut akan

dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu

perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup
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rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum
Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan
oleh Pemohon dan saksi-saksi Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dan
Termohon telah terjadi perselisinan yang terus menerus yang pada intinya
disebabkan oleh karena adanya perbedaan prinsip antara Pemohon dan
Termohon terutama prinsip Pemohon yang punya kebiasaan berburu yang tidak
disenangi oleh Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon
berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan
sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan
Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan, dengan Drs. AhmadNasohah sebagai mediator, namun upaya
tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah

terjadi perselisinan secara terus-menerus, karena antara Pemohon dan
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Termohon tidak rasa saling menghargai dan mempercayai lagi dan juga
Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak
dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama tiga tahun lebih,sehingga sudah
sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta
dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang
dikehendaki firman Allah surah Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi :
L) Tl (o st 8t 12 SO GBI heandV2 e
YO T ;111-;3313_33 ;—é-—a-udéé

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah, Dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian

itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan dirumuskan bahwa ‘“suami isteri wajib saling cinta-
mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang
Satu kepada yang lainnya” .

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan
terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama

lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya,
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maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah
menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu
bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Pemohon dan
Termohon tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama tiga tahun lebih, menjadi
petunjuk bagi Majelis bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak melakukan
kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum
Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling
memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi
kenyataannya Pemohon dan Termohon saling hidup terpisah dan tidak ada
komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan keinginan kuat
Pemohon untuk bercerai dari Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon
sudah pecah (broken marriage), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah
tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seiya dan sekata lagi,
terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai
dengan Termohon, dan upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon
dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian menurut Majelis
alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah
memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum
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Islam.Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39
ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan 70 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta
sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Bagarah ayat 227 sebagali

berikut:

Artinya:
“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya,

maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan
dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan
ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai
ketentuan Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi tentang perceraian
telah dikabulkan, maka gugatan rekonvensi beralasan untuk diperiksa lebih
lanjut.Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi
sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan
dengan jawaban, maka pengajuan gugatan rekonvensi tersebut telah tepat sesuai

ketentuan Pasal 158 R.Bg.
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Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi/ tuntutan balik
tersebut, maka kedudukan Termohon disebut sebagai Penggugat sedangkan
Pemohon disebut sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam
konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi ini dinyatakan
dipakai pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat terhadap Tergugat
pada pokoknya agar Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah dua orang
anak yang bernama Jihan Fasya Alifia, perempuan, lahir 30 Desember 2007
dan M. Hafidz Asshiddiqy, laki-laki, lahir 28 Januari 2009 dibebankan kepada
Tergugat Rekonvensi masing-masing sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut,
Tergugat Rekonvensi dalam jawabanya menyatakan mengenai nafkah dua
orang anak, Tergugat hanya sanggup memberikan sejumlah Rp 500.000 (lima
ratus ribu rupiah) perbulan untuk satu orang anak.

Menimbang, bahwa pada repliknya Penggugat Rekonvensi menyatakan
tetap dengan tuntutannya serta menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk
mempertimbangkannya, dan pada dupliknya Tergugat Rekonvensi menyatakan
tetap dengan jawabannya dan menyerahkan menurut pertimbangan Majelis
Hakim.

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon untuk menguatkan dalil-

dalilnya telah mengajukan bukti surat (T.1) dan (T.2).
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Menimbang, bahwa bukti (T.1) dan (T.2) berupa Kutipan Akta Kelahiran
anak-anak Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis
Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen
aslinya. Kedua bukti surat tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig een bindende
bewijskracht)sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti
yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.1) dan (T.2) terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yang bernama Jihan
Fasya Alifia lahir tanggal 30 Desember 2007 dan M. Hafidz Asshiddigylahir
tanggal 28 Januari 2009.Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat
tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah dua orang anak
masing-masing sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, dalam
jawabannya Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah masing-masing anak
sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, akan

dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan dua orang anak tidak
dipersoalkan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat, maka untuk
membayar nafkah pemeliharaan anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat
sesuai ketentuan Pasal 105 huruf ¢ dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum
Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan

dengan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain.
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Menimbang, bahwa Tergugat pada jawabannya menyatakan hanya
menyanggupi memberikan biaya anak masing-masing sejumlah Rp 500.000
(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka menurut Majelis Hakim
kesanggupan tersebut masih belum patut dan layak untuk dapat memenuhi
kebutuhan minimal kedua anak saat ini, dan menurut Majelis Hakim jumlah
yang layak sesuai kemampuan Tergugat yang berpengasilan sebulan rata-rata
sejumlah Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yaitu untuk masing-
masing sejumlah Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh
karenanya Majelis Hakim menetapkan menghukum Tergugat memberikan
nafkah dua orang anak masing-masing sejumlah Rp 750.000 (tujuh ratus lima
pukuh ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa karena usia anak semakin hari semakin bertambah
dan bertambah pula kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim menetapkan
bahwa kewajiban tersebut hanya batas minimal artinya kewajiban tersebut
dapat disesuaikan dengan usia dan kebutuhan anak serta kemampuan Tergugat
serta perubahan nilai mata uang, dan untuk menjamin kepastian hukum harus
ditetapkan, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan dan menghukum
Tergugat untuk memberikan nafkah kepada dua orang anaknya bernama Jihan
Fasya Alifia binti Amri, perempuan, lahir 30 Desember 2007 dan M. Hafidz
Asshiddiqy bin Amri, laki-laki, lahir 28 Januari 2009 setiap bulan sampai usia
dewasa (21 tahun) atau sudah mandiri atau sudah menikah masing-masing
sejumlah Rp 750.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan

penambahan 10% dari nominal tersebut setiap tahun di luar biaya pendidikan
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dan kesehatan berdasarkan ketentuan angka 14 Surat Edaran Mahkamah
Agung Rl Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tidak dikabulkan
sebesar yang dituntut oleh Tergugat, maka jumlah yang tidak dikabukan

tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak
selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah sebagaimana tercantum
dalam amar putusan ini.Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan
perkara ini.
Sementara dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah UU No. 7 Tahun 1977

tentang kewajiban PNS yang bercerai harus memberiakan nafkah anak 30%.
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Berdasarkan dari latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk
mencoba menganalisis tentang kebijakan hakim dalam memutuskan perkara
nomor 37 /Pdt.G / 2018 /PA Curup di Pengadilan Curup, mengenai tuntutan
mantan istri yang menuntut nafkah anak kepada mantan suami PNS (pegawai
negeri sipil ), sebanyak Rp. 1.000.000 namun mantan suami hanya sanggup
membayar sebanyak Rp. 500.000 dan berdasarkan pertimbangan pada
persidangan maka, hakim mengabulkan sebanyak Rp. 750,000 +10% perbulan
dari mantan suami dalam perkara cerai talak.

Maka dengan alasan inilah penulis ingin melakakan penelirian dengan
masalah tersebut diatas. Permasalahan ini akan dirangkum dalam skripsi yang
berjudul, PELAKSANAAN NAFKAH ANAK OLEH PEGAWAI NEGERI
SIPIL YANG BERCERAI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM (PERKARA NOMOR 37/Pdt.G/2018/PA CURUP DI
PENGADILAN AGAMA CURUP).

Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas. Maka dalam
penelitian ini beberapa masalah di atas dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

Dari perkawinan terjadi hubungan suami istri dan kemudian dari
hubungan suami istri terjadi hubungan kelamin (bersetubuh) dan menghasilkan
keturunan, maka ada hubungan antara orang tua dan anak yang membentuk
keluarga, dan di dalam keluarga terdapat kebutuhan, baik kebutuhan sedang,
papan pangan, dan lain sebagainya.Dalam rumah tangga suami yang bertugas

menanggung kebutuhan rumah tangga tersebut.Bahkan ketika suami istri
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bercerai karena sudah tidak merasa ada kecocokan diantara keduanya baik itu

cerai talak atau gugat cerai, suami masih berkewajiaban memberikan

kebutuhan nafkah terhadap mantan istri dan anak, terutama nafkah anak yang
dicerai oleh suami PNS.

Dalam pembahasan skripsi ini agar pembahasan tidak terlalu luas, maka
penulis akan membatasi permasalahan dan pelaksanaan terkait pada nafkah
anak oleh suami PNS.

Rumusan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan bahwa masalah

pokok dalam penelitian ini, yaitu :

Adapun pembatasan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1.  Bagaimanakah pelaksanaan nafkah pada anak ditinjau dari hukum positif
dan hukum Islam?

2. Bagaimana dasar kebijakan hakim dalam memutuskan tuntutan mantan
istri terhadap nafkah anak perkara Nomor 37/Pdt.G/2018/PA Curup di
pengadialan agama curup?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan yang di harapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui konsep nafkah anak berdasarkan hukum positif dan
hukum islam.

2. Untuk mengetahui kebijakan hakim dalam memutuskan hak nafkah anak

perkara Nomor 37/Pdt.G/2018/PA Curup.
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Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui
sebagai berikut :

1.  Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam masalah
ini.

2.  Bagi prodi, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah pemikiran di
bidang perkawinan dan perceraian.

3. Bagi dunia pustaka, hasil penelitian ini dapat menambah
pembendaharaan koleksi dalam ruang karya ilmiah.

Dari keterangan di atas diharapkan menjadi suatu bukti bahwa islam
memberikan kelonggaran dan kemudahan kepada umatnya guna mencari serta
menentukan yang terbaik dalam kehidupan untuk mencapai kebahagiaan.

E. Penjelasan Judul

1.  Nafkah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah seorang pihak
terhadap orang lain atau orang yang wajib menerima ini dalam arti
keluarga."

2. Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum
menikah.® Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian
anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.® Dan menurut Undang-

Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menurut

% Team Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Pustaka Phoenix,
2017), Him. 377

5 KHI, Op. cit, HIm 50.

16 https://eprints.uny.ac.id/22238/4/4%20BAB%2011.pdfDi Akses Pada Tanggal 05 Mei
2019 pukul 20 : 15 WIB.



https://eprints.uny.ac.id/22238/4/4%20BAB%20II.pdf
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batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun dan
bagi wanita adalah 16 tahun.’

3. Hukum positif adalah salah satu bagian hukum, di tinjau menurut waktu
berlakunya dari kaidah-kasidah hukum yang pada azasnya mengatur
kepentingan-kepentingan perseorangan dan sebagai kepentingan dari
masyarakat.'®

4. Hukum islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu
Allah dan Sunnah Rasul tentang tingakah laku mukallaf yang diakui dan
diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.*

F.  Tinjauan Pusataka
Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian lain, maka
perlu diadakan telaah keperpustakaan. Sejauh pengetahuan dan pengamatan
penulis, penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat penulis
pernah diadakan penelitian oleh penulis lainnya yaitu :

1.  Lya Listiana dari Universitas Hasanuddin dengan judul Tinjauan Yuridis
Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung Jawab
Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian (Stadi
Putusan Nomor : 1529/Pdt.G/2011/PA.Mks), menjelaskan tentang
pelaksanaan tanggung jawab ayah setelah perceraian dan jumlah nafkah
yang seharusnya dibayar kepada anak. Skripsi ini merupakan analisis

kualitatif terhadap putusan hakim yang menetapkan jumlah minum

17 Undang-undang Perkawinan di Indonesia pasal 41 (Surabaya: Arkola, 2007), HIm 9.

8 Ahmad Sanusi, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia,
(Bandung: rasinto, 1977), Him 115.
9 Ahmad Rofig, op-cit., HIm 8.
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nafkah yang harus di berikan ayah yang melalaikan kewajiban nafkah
kepada anak-anak yang belum mumayyiz hanya sebesar Rp. 400.000 per
bulan dalam penelitian ini seorang ayah memberikan nafkah kepada anak
namun hakim berpendapat bahwa nafkah tersebut terlalu sedikit sehingga
diputuskan jumlah minimal untuk menafkahi anak-anaknya dengan
mempertimbangkan kemaslahatan.

Dewi Ariyati dari universitas islam Indonesia Yogyakarta dengan judul
“Eksekusi Putusan Tentang Nafkah Madhiyah Yang Telah Mempunya
Kekuatan Hukum tetap di Pengadilan Agama Batang”, menjelaskan
tentang paktor yang mempengaruhi 183 putusan yang mengandung
eksekutorial nafkah madhiyah tidak dapat dilaksanakan eksekusi oleh
Pengadilan Agama Batang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
serta upaya yang dilakukan oleh para pencari keadilan dalam eksekusi
putusan nafkah madhiyah tersebut.

Enita Wahyuni dari STAINCurup dengan judul “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Tuntutan Nafkah Madhiyah Anak Putusan Pengadilan Agama
Curup Nomor 0669/Pdt.G/2014/PA.Curup”, menjelaskan tentang nafkah
madhiyah anak berdasarkan hukum islam dankeputusan dalam
membebani mantan suami nafkah madhiyah anak. Bahwa berdasarkan
hasil penelitian putusan di Pengadilan Agama Curup, dalam memutuskan
perkara nafkah madhiyah anak majelis Hakim berlandaskan kepada KHI
dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu Majelis Hakim

juga berlandaskan kepada Yurispridensi Mahkama Agung. Terhadap
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nafkah madhiyah anak dalam perkara Nomor : 0669/Pdt.G/2014/PA.Crp

Majelis Hakim bersandar kepada Yurisprudensi Mahkam Agung Nomor :

24K/AG/2003, tanggal 26 februari 2004.

4. Anugrah Putra Nugroho dari Universitas Jember dengan judul “Gugatan
Pembayaran Nafkah Madiyah Oleh Bekas Istri Karena Kelalaian Suami
(Stadi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1843/Pdt.G/2007/PA
Jr)”, menjelaskan tentang hak-hak istri yang perkawiannya putus karena
perceraian dan pandangan Majelis Hakim terhadap putusan tersebut.
Skripsi ini merupakan analisis terhadap putusan Majelis Hakim yang
mengabulkan sebagian dari verstek tuntutan nafkah madhiyah karena
ketidak hadiran terguat berdasarkan pasal 149 KHI.

Adapun yang membedakannya dengan penelitian yang dilakukan penulis
ialah peneliitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan nafkah anak ditinjau dari
hukum positif dan hukum islam dan dasar putusan majelis hakim dalam
perkara Nomor : 37/Pdt.G/2018/PA.Curup yang menuntut mantan suami
memberikan nafkah pada anak sebanyak Rp. 1.000.000 namun mantan suami
hanya sanggup Rp. 500.000 dan hakim memutuskan hanya mengabulkan
sebanyak Rp, 750.000 + 10% per bulannya. Oleh karena itu peneliti merasa
perlu untuk membahas dan meneliti kasus tersebur dalam skripsi ini.

Metode Penelitian

1. Jenis penelitian
Berdasakan data yang dibutuhkan dalam jenis penelitian ini adalah

penelitian lapangan dengan mengunakan pendekatan kualitatif yaitu uraian
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yang menggunakan pendekatan normatif yaitu cara mendekati masalah yang
diteliti dengan berdasarkan pada norma-norma yang terdapat dalam hukum
islam diantaranya al-Qur’an dan hadits serta kaidah figih yang ada kaitanya
dengan masalah.?

Lebih Kkhususnya penulis menggunakan penelitian lapanganyaitu
penelitian yang mengharuskan penulis untuk mencari data-data primer
kelengkapan. Dalam hal ini data-data yang diperlukan penulis diperoleh
dengan cara wawancara terhadap majelis hakim di Pengadilan Agama curup
yang memeriksa perkara ini.

2. Sumber Data
a. Data primer : yaitu data dari Pengadilan Agama Curup, berupa
putusan yang dalam hal ini penulis mengangkat permasalahan
nafkah anak dalam putusan tersebut, dengan nomor perkara :
37/Pdt.G/2018/PA.Curup.
b.  Data sekunder : berupa buku-buku, kitab-kitab fikih yang berkaitan
dengan topik kajian, peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sehubungan dengan penelitian ini, maka
penulis menggunakan metode antara lain :

a.  Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap segala

sesuatu yang menjadi bahan yang diteliti.

0 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta : Ul Press, 1986), HIm. 51
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b.  Wawancara (interview)
Yaitu metode pengambilan data dengan cara menayakan sesuatu
kepada seseorang yang menjadi imforman atau responden dengan
cara bercakap-cakap secara tatap muka.?*Wawancara ini dilakukan
dengan majelis hakim Pengadilan Agama Curup yang memeriksa
perkara ini.

c.  Dokumentasi
Yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu yang merupakan
pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara
dalam penelitian.Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang
dan waktu, sehingga memberi peluang kepada penulis untuk
mengetahui hal-hal yang terjadi di waktu silam.Kumpulan data
bentuk tulisan ini disebut dokumen. Yang berupa catatan, transkip,
surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.?? Yang mana dalam
penelitian ini ialah beruapa putusan Pengadilan Agama Curup
perkara nomor : 37/Pdt.G/2018/PA.Curup.

d.  Metode analisis data
Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara

kualitatif melalui cara berikut :

2L Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : CV
Pusataka setia, 2009), HIm. 131

22 M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif : komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan
llmu Sosial Lainnya, (Jakarta : Kencana, 2008), cet. Il, HIm.122
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Induktif vyaitu cara berpikir yang bertitik tolak dari
kenyataan-kenyataan khusus berupa fakta-fakta menuju
kepada suatu kesimpulan yang sifatnya umum.

Deduktif yaitu cara berpikir yang bertitik tolak dari
kebenaran-kebenaran yang sifatnya umum menuju ke arah

yang sifatnya khusus.

Sistematika Penulisan

Agar pelitian ini tidak keluar dari ruang lingkup dan berpengaruh pada

inti persoalan, maka pembahasan ini dibagi ke dalam beberapa bab yang terdiri

dari sub bab. Untuk lenbih jelasnya di bawah ini dijelaskan rincian sebagai

berikut :

Bab |

Bab 11

Bab 111

Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, identifikasi
masalah dan batasan masalah, perumusan masalah, tujuan
dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka,
metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Meliputi landasan teori tentang nafkah secara umum vyaitu :
pengertian nafkah, macam-macam nafkah, dasar hukum
nafkah, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak,
pengertian nafkah anak dan dasar hukum nafkah pada anak.
Demografi Pengadilan Agama Curup yang meliputi lokasi
Pengadilan Agama Curup, sejarah Pengadilan Agama Curup,

Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup, wilaya yuridiksi
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Bab Vv
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Pengadilan Agama Curup, dan struktur organisasi Pengadilan
Agama Curup.

Hasill penelitian dan pembahasan tentang Nafkah Anak
ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam dan kebijakan
Majelis Hakim dalam memutuskan tuntutan nafkah anak
dalam perkara nomor : 37/ Pdt.G/2018/PA.Curup oleh
Majelis Hakim.

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB Il
LANDASAN TEORI
Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu nafagah yang berarti biaya,
belanja pengeluaran uang®®. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh
seseorang kepada istri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi
mereka.”*

Adapun menurut kamus umum bahasa Indonesia pengertian nafkah
adalah:

1.  Belanja untuk memelihara kehidupan.

2. Rizki, makanan sehari-hari.

3. Uang belanja yang diberikan kepada istri.

4.  Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya. Untuk biaya
hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja.?

Nafkah berarti “belanja”.Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan
seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi
mereka.Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.?
Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk

materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi.Sedangkan kewajiban

ZAhmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997),

cet. XIV, HIm. 1449

*Direktorat Jenderal Pembina Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Figh,

(Jakarta : Proyek Pembinaan Dan Sarana PPerguruan Tinggi Agama/lAIN Jakarta, 1984), Jilid 11,
cet. 11, HIm. 184

W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1976,

Hlm. 667

%Departemen Agama RI, llmu Figh, Jilid 11, Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1984/ 1985, HIm.
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dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual isteri tidak
termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap
isterinya.Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini
adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir.Dalam
bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin.Yang ada adalah nafkah
yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.?’

Para ahli bahasa menggunakan kata an-nafagah sebagai isim atau nama
bagi harta yang didermakan seseorang bagi keluarganya. Terkadang kata
nafkah dipakai dalam dua pungsi.Kadang-kadang digunakan secara mutlak
dengan makna “memberi makanan secara khusus”.Seperti kata-kata mereka,
“suami wajib memberikan nafkah (makanan), pakaian, dan tempat tinggal bagi
istrinya. “kadang-kadang mereka juga menggunakan kata nafkah itu mencakup
tiga makna keseluruhan: yakni, makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sedang
makna nafkah menurut syariat (Islam), sebagaimana yang didefinisikan oleh
ulama Hanafiah, adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal.”®
Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang

biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau

dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.?

2" Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figh Munakahat dan
Undang-undang perkawinan, Jakarta: Kencana, 2011. HIm. 165

8prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, MA, Figh Anak, (JI. Pondok Pinang 111 No. 5, P.T. Al-
Mawardi Prima 2004). HIm. 142

2 Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru
Van Hoeve, 1997, HIm. 1281
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Menurut Sayyid Sabig, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan,
tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri jika ia seorang yang
kaya.®

Menurut Djamaan Nur, nafkah adalah suatu yang diberikan oleh
seseorang kepada isteri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi
kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan,
pakaian dan tempat tinggal.*

Pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk
keperluan makan yang mencakup Sembilan bahan pokok pakaian dan
perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan
papan.*

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada isterinya yang berlaku
dalam figh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan
isteri.Prinsip ini mengikuti alur pemikiran bahwa suami itu adalah pencari
rezeki; rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan
untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya
isteri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan
sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan
dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah

tangga.

*5ayyid Sabiqg, Figh Sunnah,. juz 7, Bandung: PT. Al Ma’arif, cet. 12, 1996, Hlm. 73
%1 Djamaan Nur, Figh Munakahat, Semarang: CV. Toha Putra, cet. I, 1993, HIm. 101
%2 Amir Syarifuddin, Op, cit, HIm. 166
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Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang
disebut dengan nafkah adalah semua biaya pembelanjaan atau pengeluaran
seseorang untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pokok yang dibutuhkan.

2. Macam-Macam Nafkah

Ditinjau dari orang-orang yang berhak menerima Nafkah,maka nafkah itu
terbagi menjadi beberapa. Yaitu: nafkah istri, nafkah kerabat dan nafkah
barang atau sesuatu yang dimiliki.*®
a.  Nafkah istri

Akibat dari pernikahan yang dilakukan antara suami istri itu
menimbulkan hak dan kewajiban di antara mereka tentang nafkah.Nafkah
merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dan istri berhak menerima
nafkah. Dalam menerima nafkah istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut :

1.  Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri. Bila akad
mereka masih diragu-ragukan kesahannya, maka istri belum berhak
menerima nafkah dari suaminya.

2. lstri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan
suaminya.

3. Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak
suami

b. Nafkah kerabat

*Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, op.cit.,
Him. 184
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Pada umumnya para ulama sepakat bahwa yang wajib di beri nafkah
ialah keluarga yang dekat yang memerlukan nafkah saja, tidak keluarga jauh,
berikut pendapat para imam mazhab mengenai kerabat yang berhak atas nafkah
:34

Imam Malik berpendapat bahwa yang wajib diberi nafkah hanyalah anak
dan orang tua (ibu-bapak) saja, sedang yang lain seperti kakek, nenek, cucu,
saudara-saudaranya tidak wajib diberi nafkah. Mazhab Malik termasuk mazhab
yang mempersempit penertian kerabat dalam hubungannya dengan kewajiban
nafkah.

Menurut Imam Syafi’l kerabat yang wajib diberi nafkah itu ialah kerabat
yang dalam hubungan furu’ dan ushul saja.Furu’ ialah keluarga dari garis
keturunan kebawah seperti anak, cucu, buyut dan seterusnya.Se-ushul ialah
keluarga dari garis keturunan ke atas, seperti bapak, ibu, kakek, nenek, dan
seterusnya.

Imam Hanafi berpenapat bahwa kerabat yang wajib diberi nafkah itu
hanyalah kerabat yang ada hunbungan mahram, sedangkan kerabat yang tidak
ada hubungan mahramtidak wajib diberi nafkah.Karena itu menurut Hanafi
disamping furu’ dan ushul, maka hawasyi wajib pua diberi nafkah.Hawsyi
ialah kerabat dalam hubungan garis menyamping seperti saudara-saudara,
paman-paman, bibi dan sebagainya.

Dasar kewajiban member nafkah menurut Imam Ahmad bin Hanbal ialah

semua kerabat yang ada hubungan waris-mewarisi jika salah seorang kerabat

*1bid., HIm. 193-197
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itu meninggal dunia dan ia adalah orang kaya. Dasar kedua ialah kerabat ialah
yang tidak mampu.

Sedangkan menurut pendapat para Imam Mazhab tersebut bahwa nafkah
anak termasuk kedalam katagori nafkah kerabat, oleh karena itu sudah
sepatutnya seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya.** Dalam
memenuhi nafkah anak yang merupakan kewajiban ayah, maka seorang ayah
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1.  Anak-anak membutuhkan nafkah dan tidak mampu bekerja, anak
dipandang tidak mamapu bekerja apabila masih kanak-kanak atau
telah besar tapi tidak mendpatkan pekerjaan atau perempuan.

2.  Ayah berkemampuan harta dan berkuasa member nafkah, baik
karena memang mempunyai pekerjaan yang menghasilkan atau
mempunyai kekayaan yang menjadi penopang hidupnya.

Dalam menerima nafkah maka kerabat harus memnuhi beberapa syarat-
syarat yang menjadikan seorang kerabat tersebut berhak menerima nafkah dari
kerabatnya, diantaranya ialah :*°

1.  Dalam hal hubugan kerabat para ulama berbeda pendapat sesui
dengan perbedaan pendapat seperti yang telah diterangkan diatas.

2.  Kerabat itu tidak mempunyai barang atau harta untuk keperluan
nafkahnya sehingga dapat menjaga keslangsungan hidupnya.

Anggota kerabat itu tidak mempunyai kesanggupan berusaha.

*Wasman Dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Yogyakarta
‘Teras, 2011), cet. 1, HIm.254-255

*Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, op.cit.,
HIm. 198-199



37

3. Orang yang akan member nafkah itu mungkin pula memberinya.
Maksudnya, ialah ia telah mempunyai kelebihan harta setelah
tanggung jawab menafkahi anak-anak dan orang tuanya selesai.
Kelebihan itu dapat digunakan untuk menafkahi kerabat yang lain.

4.  Seagama bagi nafkah furu’ dan ushul, sedang bagi hawasyi
perbedaan agama menyebabkan hilangnya hak dan kewajiban
menerima dan member nafkah.

Sebagaimana yang disebutkan pada syarat-syarat dia atas, dalam
memberikan nafkah kepada kerabat yang lebih didahulkan ialah kerabat yang
tidak memiliki harta dan belum mempunyai pekrtjaan untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya.Dalam memenuhi hal tersebut kerabat yang dekat lebih di
utamakan dari pada kerabat yang agak jauh untuk diberikan nafkah. Adapun
urutan orang-orang yang berhak dan berkewajiban dalam nafkah ialah sebagai
berikut :*’

1. Jika seorang mempunyai ayah, ibu dan anak. Dalam hal ini

didahulukan anak karena anak adalah milik ayahnya.

2.  Seteah kerabat furu’ dan wushul barulah kerabat hawasyi,
didahulukan perempuan kemudian baru laki-laki.

Member nafkah kepada kerabat bagi seseorang merupakan kewajiban

apabila mereka cukup dan mampu ketika kerabat tersebut dalam keadaan
kekurangan termasuk juga nafkah diwajibkan bagi orang tua yang

berkecukupan kepada anaknya yang kekurangan.

*"lbid. HIm. 199-201



38

Sebagaimana yang dikutip oleh Imam al- Baghawi : orang yang dalam
keadaan hidup muda, maka ia berkewajiban member nafkah kepada orang yang
dalam kesulitan yang tidak henti-hentinya (tidak mampu), baik itu orang tua
maupun anak-anaknya. Tetapi tidak ada kewajiban baginya member nafkah
kepada orang yang hidup dalam kemudahan atau keadaan sehat lagi kuat yang
dipastikan mampu mencari nafkah sendiri.*®

Wajibnya pemberian nafkah bagi ayah atau orang tuanya terhadap anak
ialah karena anak-anak masih kecil dan lemah serta belum mampu untuk
memenuhi kebutuhan diri mereka sendiri. Allah Swt mejadikan kewajiban
member nafkah itu atas ayah karena ia termasuk yang paling dekat kepada
anaknya.

c.  Nafkah barang atau sesuatu yang dimiliki

Nafkah barang ini adalah nafkah yang wajib dilakukan karena adanya
sebab kepemilikan diantaranya terdapat tiga macam yaitu : Budak, Binatang
dan, Benda mati.

3. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang-orang

yang menajadi tanggungan. Islam mengatur secara tegas mengenai hal tersebut

adapun dasar hukum dari nafkah ialah sebagai berikut :

a. Al-Isra’ :26

313 el A =Ll (i el Y 38 505

®3yaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga Panduan Membentuk Keluarga Sakinah Sesuai
Syariat, (Jakarta : pustaka Al-Kautsar, 2011), cet. VII, HIm. 448
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Artinya :

“Dan berikanlah haknya kepada lerabat dekat, juga kepada orang

miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu

menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.*®

Kata zal-qubra maksudnya adalah keluarga-keluarga yang dekat atau
famili-famili terdekat, kata haggmaksudnya adalah hak yaitu apa yang menjadi
keharusan mereka untuk menerima. Kata al-miskinmaksudnya adalah orang-
orang miskin yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri,
kata ibnu sabil maksudnya adalah orang yang sedang di dalam perjalanan.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa nafkah tidak hanya diberikan kepada
istri dan anak saja namun juga kepada kerabat. Dan apabila kerabat itu
memerlukan nafkah, maka berlanjakanlah kepadanya apa yang dapat menutupi
kebutuhannya. Begitu pula berikanlah hak kepada orang miskin yang
memerlukan pertolongan, serta kepada ibnu sabil. Yaitu, orang-orang yang
berada dalam perjalanannya sehingga ia dapat mencapai tujuannya.*

Sebagaimana dijelaskan pada ayat ini bahwa hak kerabat, orang miskin
dan ibnu sabil harus dipenuhi dan nafkah termasuk slah satu hak yang harus

diterima oleh mereka.

b. An-Nisa : 34

iablahalage Lt ya 5E0S )

Artinya :

39Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan, (semarang :PT Karya Toha Putra
Semarang, 2002), HIm. 227

©Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir Al Maragi, (Semarang : PT Karya Putra Toha, 1993),
Jilid XV, cet. I, HIm. 67
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“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) karena allah
telah melebihkan sebagian mereka (lak-laki) atas sebagian yang lain
(perempuan) dank arena mereka (laki-laki) telan member nafkah dari
hartanya”.

Pada ayat ini Allah menyebutkan bahwa kaum laki-laki adalah,
pemimpin, pemeliha, pembela dan pemberi nafkah, bertanggung jawab penuh
terhadap kaum wanita yang menjadi istri dan yang menjadi keluarga.Oleh
karena itu wajib bagi setiap istri mematuhi suaminya.Dan apabila suami tidak
memenuhi  kewajiban dan tanggung jawabnya, mak istri berhak
mengadukannya kepada hakim yang berwenang menyelesaikannya.*!

Dalam ayat ini kewajiban nafkah ditunjukan dengan kata gawwam yang
berarti, pemimpin atau penegak. Seseorang dinamakan pemimpin karena ia
bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Setelah menikah
laki-laki menjadi pemimpin suatu keluarga ia harus bertanggung jawab

terhadap keluarga yang dipimpinya dan nafkah adalah salah satu tanggung

jawab laki-laki yang harus ditunaikan apabila telah berkeluarga.

C. Hadits Nabi

Ao sae A ) Jlandl) B die il om ) e o) e
3068 o alaigll 5y r e Waill S5 AJEA sl all dias 8
(?L.mc\j)) ,(‘—.ﬁjwybj@j/o/

Artinya :

“Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid 11 Juz 4-5-6, (Yogyakarta : PT. Dana
Bhakti Wakaf, 1990), HIm. 169
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“Dari Jabir Radiyallahu’anhu dari Nabi Shalallahu’alaihi wa sallam
dalam sebuah hadits tentanng haji yang panjang beliau bersabda
tentang istri. : Engkau wajib member rizqi dan pakaian yang baik. “(HR.
Muslim)*?

(plaeels)

Artinya :

“ Dari Abu Mas’ud Al-Anshari dari Nabi saw, beliau bersabda : Jika

seorang muslim member nafkah kepada istrinya, dia mengharap

pahalanya dia mengharap mendapat pahalanya, maka nafkah tersebut

menjadi sedekah baginya”. 43

Dalam hadits ini menjelaskan bahwa suami wajib untuk memberikan
nafkah kepada istri-istrinya (keluarganya).Nafkah tersebut berupa sandang,
pangan dan papan.Terhadap pelaksanaan dari tanggung jawab memberikan
nafkah itu suami mendapatkan pahala.Nafkah diberikan dengan sebaik-baiknya
berdasarkan kebutuhan yang diperlukan oleh istri.

Hukum membayar nafkah untuk isteri, baik dalam bentuk perbelanjaan,
pakaian adalah wajib.Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena isteri
membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul

dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan isteri. Bahkan ulama syi‘ah

menetapkan bahwa meskipun isteri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan

2 lbn Hajar Al-asgalani, Bulughul Maram, terj. Irfan Maulana Hakim, (Bandung : PT.
Mizan Pustaka, 2010), HIm 466

* Imam Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari., terj.Achmad
Sunarto dkk. (Semarang : CV Asy Syifa’, 1993), Juz VII, cet. I, Him 248
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biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah
(Mughniyah:207). 4
Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Setiap orang yang telah melangsungkan pernikahan akan teerikat oleh
hak dan kewajiban. Hak merupakan milik yang harus diterima dari orang yang
berkewajiban untuk memberikan supaya hak tersebut terpenuhi. Begitupula
dalam ringkup rumah tangga antara orang tua dan anak terkait akan kewajiban
untuk memiliki tanggung jawab, hal ini dimaksudkan agar tercapai suatu
keluarga yang damai, harmonis sesuai dengan tujua dari perakawinan.

Dalam figih hubungan hukum antara orang tua dan anak dapat dilihat
dari segi material yaitu member nafkah, menyusukan,(ordla’) dan mengasuh
(hadhanah) dan dari segi immaterial yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan
perlindungan, serta pendidikan rohani dan lain-lainnya. Inilah kewajiban yang
harus dipenuhi oleh orang tua dan harus diterim oleh anak.

Memberikan nafkah kepada anak selama mereka masih lemah dan belum
mampu bekerja merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang ayah
dan menyususi merupakan tugas seorang ibu kepada anaknya seebagaimana
dalam Qs. Al-bagarah :233.
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. Amir Syarifuddin, Op.cit, HIm. 166



43

Artinya :

“ Para ibu hendaklah menyesukan anak-anaknya selama dua tahun
penuh, vyaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan
kewajiban ayah member makan dan pakaian kepada para ibu dengan
cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena
anaknya dan seorang ayah karena anaknya.Dan warispun berkewajiban
demikian.Apabila keduanya ingin menyampih (sebelum dua tahun)
dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa
atas keduanya.Dan jika kamu ingin anakmu memberikan pembayaran
menurut yang patut.Bertakwalah kamu kepada allah dan ketahuilah
bahwa allah maha melihat apa yang kamu kerjakan .

Dan pengasuhan adalah hak ibu atas anak-anaknya. Dalam syari’at
hadhanah berarti mendidik anak yang dilakukan oleh orang yang berhak
mengasuhnya, atau mengasuh dan menjaga orang yang tidak dapat mandiri dan
tidak bisa membedakan maslahat atau mudharat bagi dirinya, seperti anak
kecil dan orang gila. Ini dilakukan dengan mengurus semua urusannya,
mengatur makanan, pakaian, waktu tidur, mencuci pakaiannya hingga usia
tertentu dan sebagainya.*

Dalam hal ini segala biaya pengasuhan yang diperlukan oleh anak
diwajibkan kepada ayah untuk memenuhinya sesuai dengan kesanggupannya
baik itu biaya makan, minum, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan tempat
tinggal. Karena anak-anak yang tidak mempunyai harta dan masih kecil, maka

ia berhak atas nafkah yang diberikan ayahnya. Maka sudah sepantasnya

seorang ayah bertanggung jawab akan hal tersebut. Selain dari wajib tersebut,

. Muhammad lbrahim Jannati, Figh Perbandingan 5 Mazhab, (jakarta : cahaya, 2007), cet.
I, HIm. 430
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di dalam islam orang tua dianjurkan untuk melaksanakan sunnah Nabi, dalam
membesarkan anak sampai ia dewasa dan dapat berdiri sendiri. Setelah anak
lahir ayah dianjurkan mengazankan pada telunga kanan anak dan telinga Kiri
anak agar anak itu terhindar dari gangguan jin dan penyakit, setelah anak itu
berumur tujuh hari sampai menjeang dewasa orang tua di anjurkan melakanakn
agigah dengan menyembelih dua eko kambing bagi anak laki-laki dan seekor
kambing bagi anak perempuan. Kemudian jua mencukur rambut si anak dan
memberikannya nama yang baik, menjeang anak berumur tujuh tahun orang
tua hendaknya mengajarkan anaknya agar beribadah dan memasukannya ke
lembaga pendidikan sesuai dengan bakat dan kemampuan anak, lalu setelah ia
dewa dan berdiri sendiri orang tua memilih dan mempertimbangkan calon
suami atau istrinya dan mengawinkannya denagan baik.

Ulama menyimpulakan bahwa pada hakekatnya fungsi dan tanggung

jawab orang tua terhadap anak ada dua macam, yaitu :

a.  Sebagai pengayom, tanggung jawab orang tua terhadap keluarga
yang pertama adalah tanggung jawab untuk mengayomi dan
meindungi mereka sehingga akan tercukupi kebuthan pangan,
sandang, papan dan kesehatan mereka dan juga tercipta satu
kehidupan yang damai bahgia , jauh dari berbagai macam tekanan
dan penderitaan batin.

b.  Sebagai pendidik, pendidikan dalam islam adalah tanggung jawab

bersama antara ayah dan ibu.
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Setelah menunaikan kewajiban kepada anak-anaknya ada beberapa hak
yang harus diterima oleh orang tua diantaranya yaitu berbuat baul dan berbakti
kepada keduanya serta silahturahmi.

Al-Qurthubi berkata berbuat baik kepada kedua orang tua dengan
memenuhi atas keinginan-keinginannya dan berdasarkan hal ini jika salah
seorang diantara keduanya member suatu perintah kepada anak-anaknya mak
wajiblah taat padanya jika perintah itu buakn kemaksiatan.*® Jika sesuatu yang
diperintahkan diperbolehkan secara asalnya, begitu pula jika sesuatu itu pada
perintah sunnah.

Adapun beberapa sikap yang termasuk berbakti kepada orang tua adalah
berakata lembut kepada keduanya, memuliakannya, memberikan bantuan
keuangan jika diperlukan, mendo’akan keduanya, dan menjaga agar tidak
durhaka kepada kedua orang tua.*’Member nafkah kepada orang tua yang
dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuan merupakan salah satu ahklak
perbuatan baik kepada keduanya meskipun keduanya adalah orang yang
musyrik.

Termasuk hak-hak atas anak adalah silahturahmi, yang hubungan
teersebut tidak bersambung kecuali dengan mereka.Dalam lingkup rumah
tangga semua kewajiban tersebut harus dilaksanakan baik itu oleh orang tua
kepada anak maupu anak kepada orang tua untuk memenuhi hak masing-
masing.Dan terhadap kewajiban itu orang tua maupun anak terikat oleh

tanggung jawab yang harus dialaksanakan untuk tercapainya maslahat dalam

%8 Ali Yusuf as-Subki, Figh Keluarga, (Jakarta : Amzah, 2010), cet. I, HIm. 218
. Abdul Hakim Abdullahif ash-sha’idi, Menuju keluarga sakinah, (Jakarta : Akbar Media
Eka Surana 2002), cet. I, HIm. 175-179
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keluarga.*®Sebagaiman diketahui bahwa tujuan dari membngun suatu keluarga
adah untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawadha dan rahhma.
5.  Nafkah Menurut Pendapat Para Ulama

Menurut kalangan Hanafiyyah berpendapat bahwa yang menjadi alasan
mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi istrinya sebagai imbalan dari
hak suami untuk membatasi kebebasan gerak-gerik si isteri, dan pihak isteri
memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami.Begitu akad nikah diucapkan
secara sah kebebasan seorang isteri menjadi terbatas oleh beberapa ketentuan
sebagai seorang isteri.Isteri tidak lagi diperbolehkan secara bebas berpergian ke
mana-mana atau melakukan suatu kebijakan kecuali dengan lebih dahulu
berkonsultasi dengan pihak suami.

Bagi aliran Hanafiyyah, sebagaimana yang telah dikutif oleh Satria
Effendi M. Zein bahwa, kewajiban memberikan nafkah atas diri suami adalah
sebagai imbalan dari kewajiban isteri untuk mematuhi ketentuan-ketentuan
suaminya. Oleh karena yang menjadi sebab kewajiban nafkah adalah suami
berhak membatasi gerak-gerik isteri dan isteri wajib memberikan loyalitasnya
kepada suami, maka hak nafkah menjadi gugur apabila isteri tidak lagi
memberikan loyalitasnya kepada suami.Nusyuz (keluar dari ketaatan)
merupakan salah satu dari penyebab gugurnya hak nafkah bagi isteri.*°

Menurut mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan
Hanabilah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan

menafkahi isterinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami-

8 Ali Yusuf As-Subki, Op,cit., HIm. 240
* Satria Effendi M. Zein, Problematika hukum keluarga islam kontemporer, Jakarta:
Kencana, 2010, HIm. 155



47

isteri (al-'alagat az-zawjiyyah). Atau dengan kata lain bahwa yang menjadi
sebabnya adalah posisi suami sebagai suami dan isteri sebagai isteri, termasuk
kewajiban isterinya menyerahkan dirinya kepada suami secara suka rela untuk
diperlakukan sebagai isteri. Hubungan suami isteri yang telah diikat dengan tali
perkawinan yang sah di samping mempunyai konsekuensi di mana isteri wajib
bersedia menyerahkan diri kepada suaminya untuk diperlakukan sebagai isteri,
juga mempunyaikonsekuensi di mana pihak suami berkewajiban memberikan
nafkah kepada isterinya.

Adapun ukuran-ukuran nafkah menurut para ulama

Menurut kesepakatan Empat Imam Mazhab yaitu, Imam Abu Hanifah,
Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad bin Hanbal (rahimahumullah)
bahwa nafkah itu diberikan oleh (suami) sesuai dengan kebutuhan bulanan,
Yang diperlukan untuk makan/minum, uang tempat tinggal, gaji pembantu,
upah menyusui, dan mengasuh. Sedangkan mengenai ganti pakaian, untuk
anak-anak dilakukan sekali selama empat bulan.Adapun mengukur nafkah
dengan dirham, menurut jumhur ulama dari ulama Malikiah, Syafi’iah, dan
Hanabilah, itu tidak boleh kecuali jika ada kesepakatan di antara dua
pihak.Justru yang wajib diberikan itu mesti jelas atau tertentu. Pemberian
nafkah mesti memberikan nafkah berupa apa yang dibutuhkan untuk dirinya. la
memberi makan kepada anak-anak seperti apa yang ia makan, dan ia pun
memberikan pakaian seperti kualitas pakaian yang dipakainya. Alasannya
adalah bahwa dirham itu tidak termasuk yang wajib dan bukan sebagai

gantinya.Tentunya, sesuatu yang belum dimiliki itu tidak dapat menjadi ganti.
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Dikalangan Hanafiah terdapat dua pendapat mengenai hal tersebut :

Pertama, mengukur nafkah dengan dirham itu boleh saja, bahkan dalam
semua keadaan setelah memperhatikan nilai uang setempat.

Kedua, Qadi atau hakim berhak memilih (menentukan) antara barang
yang bermacam-macam dan nilainya.>

Perbedaannya dengan pemahaman aliran Hanafiyah di atas adalah, pada
hak suami untuk membatasi kewenangan isteri, sedangkan pada aliran
mayoritas ulama ini tekanan adanya kewajiban nafkah adalah pada adanya
kerjasama antara suami dan isteri yang diikat dengan tali perkawinan.Maka
apabila isteri berkewajiban memberikan rasa gembira kepada suami, mengurus
rumah tangga, mengandung anak Sembilan bulan, dan mengasuhnya maka
suami berkewajiban untuk mencari nafkah.Dalam hal ini yang penting adalah
adanya pembagian tugas antara suami dan isteri. Selama hubungan kerja sama
suami-isteri itu masih ada, maka selama itu pula kewajiban nafkah terpikul di
pundak seorang suami.>*

Adapun menurut Ijma’ sebagai berikut:

Sayyid Sabig dalam bukunya Figh as-Sunnah menyebutkan sebuah
kaidah yang mengatakan bahwa: “setiap orang yang dibatasi kewenangan dan
diambil manfaatnya oleh suatu pihak, maka nafkahnya harus dijamin oleh

pihak yang membatasi dan mengambil manfaatnya."*

0 prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA., Op, cit, HIm 174
*! Satria Effendi M. Zein, Op, cit,.HIm. 155
*2_ Sayyid Sabig, Fikih Sunnah, Jil. 7, Bandung: Alma‘arif, 1997, HIm. 76
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Ibnu Qudamah berkata: Para Ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami
membelanjai isteri-isterinya, bila sudah baligh, kecuali kalau isteri tersebut
berbuat durhaka.

Ibnu Mundzir dan lain-lainnya berkata: Isteri yang durhaka boleh dipukul
sebagai pelajaran. Perempuan adalah orang yang tertahan di tangan
suaminya.la telah menahannya untuk berpergian dan bekerja. Karena itu ia
berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat seperti tersebut di atas, Sayyid
Sabiq dalam karyanya Figh as-Sunnah menjelaskan beberapa syarat-syarat
yang harus terpenuhi untuk wajibnya nafkah atas diri suami:**

1.  Terjadi akad nikah yang sah

2. lsteri secara sukarela menyerahkan dirinya untuk diperlakukan

sebagai isteri oleh suami.

3. Isteri memberikan kesempatan kepada suami untuk menggauli

dirinya.

4.  lsteri setuju untuk dibawa pindah ke tempat yang dikehendaki

suami.

5.  Masing suami-isteri sanggup bercumbu dan melakukan hubungan

badan.

%3 Sayyid Sabig, Op, cit,.HIm. 75
> Ibid,.HIm. 76
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DEMOGRAFI PENGADILAN AGAMA CURUP

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Curup

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Curup, proses penyelesaian
perkara agama Rejang Lebong disalurkan pada peradilan yang ada yaitu :
Peradilan Desa, Peradilan Marga, Peradilan Adat dan Peradilan Tingkat

Residen.

Sehubungan dengan UU Darurat No. 1/1951 tentang Peradilan Agama
Pasal 1 ayat 4 serta dilaksanakannya UU No0.22/1946 Jo UU No0.32/1954
tentang pencatatan nikah, talak, rujuk menyebabkan Peradilan-peradilan
Agama yang disalurkan prakteknya dalam Peradilan Adat mengalami
kefakuman, mengingat dahulunya pejabat-pejabat agama yang ada pada
Peradilan Adat, menjalankan urusan-urusan tentang nikah, talak, rujuk dan juga
mengakibatkan banyak pejabat-pejabat dilingkungan Swapraja / adapt yang
tertampung formasinya di Kantor Urusan Agama, sehingga seolah olah
Peradilan Agama itu harus dalam lembaga Peradilan Adat, sehingga masalah-
masalah lainnya yang seharusnya diputus oleh Peradilan Adat / Swapraja

kurang mendapat pelayanan dengan semestinya.

Dengan kenyataan seperti ini Residen Bengkulu menyerahkan urusan

peradilan agama ini kepada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 22

**Dokumentasi Pengadilan Agama Curup, Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama
Curup Kelas I B, Dari Masa ke Masa (Tahun 1961 Sampai Dengan 1978).

50
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April 1954, begitulah keadaan Peradilan Agama di daerah Rejang Lebong ini
yang nota bene termasuk Keresidenan Bengkulu dan buat sementara Peradilan
Agama mengalami kefakuman dan penyelesaian perkara-perkara banyak
diatasi dan ditampung oleh KUA sambil menunggu kelanjutan UU Darurat

No0.1/1951 pasal 1 ayat 4.

Keadaan seperti ini di daerah Rejang Lebong berlangsung sampai dengan
tahun 1957, berlakunya PP No. 45/1957 tentang pembentukan Peradilan
Agama diluar Jawa dan Madura sebagai kelanjutan dari UU Darurat No.
1/1951 pasal 1 ayat 4 dengan Penetapan Menteri Agama No. 38/1957
dibentuklah 7 Peradilan Agama untuk wilayah Sumatera Selatan yang
diantaranya adalah Pengadilan Agama Bengkulu yang wilayah hukumnya
mencakup Kabupaten Rejang Lebong diselesaikan di Pengadilan Agama

Bengkulu.

Dengan Keputussan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14
Nopember 1960 berdirilah Pengadilan Agama Curup yang merupakan cabang
dari Pengadilan Agama Bengkulu dengan nama Pengadilan Agama /
Mahkamah Syar’iyah Cabang Kantor Curup dengan wilayah Yurisdiksi Daerah
Tingkat Il Rejang Lebong yang mulai kegiatan sidangnya tanggal 4 Oktober
1961, maka untuk pertama kalinya perkara-perkara agama mendapat pelayanan

dengan semestinya di daerah Rejang Lebong ini.*®

*%1bid.,
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Pada tahun 1964 Pengadilan Agama Curup ini tidak lagi menjadi cabang
dari Pengadilan Agama Bengkulu, tapi berdiri sendiri dengan nama Pengadilan
Agama Curup/ Mahkamah Syar’iyah Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong,
kemudian dengan keputusan Menteri Agama No 43/1966 tentang perubahan
nama Instansi Agama Daerah Tingkat |, Daerah Tingkat Il Kota Praja menjadi
Instansi Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya, maka Pengadilan Agama /
Mahkamah Syar’iyah Tingkat II Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama/
Mahkamah Syar’iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dengan Keputusan
Menteri Agama No. 6/1970 tentang keseragaman nama Pengadilan Agama
seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah Curup

Kabupaten Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama Curup.®’

Dengan berdirinya Pengadilan Agama Curup Tahun 1961, maka mulai
babakbaru bagi Pengadilan Agama didaerah Rejang Lebong.Pengadilan Agam
Curup meskipun telah berdiri sendiri, namun kondisi perkantoran Pengadilan
Agama Curup waktu itu masih pindah-pindah, menumpang kesana kemari
dengan menyewa dari tempat yang satu ketempat yang lain dan baru pada

tahun 1978 berdiri kantor Pengadilan Agama Curup.

Adapun lokasi-lokasi perkantoran yang pernah ditempati oleh Pengadilan

Agama Curup adalah :

1. Tahun 1961-1964 berlokasi di Jalan Benteng menyewa rumah H. Syarif.

2. Tahun 1964-1965 berlokasi di Jalan Lebong menyewa rumah Yakin.

*Ibid.,
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3. Tahun 1965-1966 berlokasi di Jalan Baru Curup menyewa rumah Yahya.

4. Tahun 1966-1968 berlokasi di Jalan Merdeka menumpang di Kantor
Camat Curup.

5. Tahun 1968-1970 menumpang di Kantor Zibang Curup.

6. Tahun 1970-1971 berlokasi di Jalan Talang Benih menyewa rumah
Sulaini.

7. Tahun 1971-1978 berlokasi di Talang Benih menyewa rumah Zurhaniah.

8. Tahun 1978 berdiri gedung perkantoran Pengadilan Agama Curup yang
diresmikan pada tanggal 5 Juni 1978 dan sejak saat itu Pengadilan
Agama Curup berlokasi di Jalan S.Sukowati.

9. Tahun 2005 dan 2006 berdirilah gedung yang ditempati sampai
sekarang.”®
Setelah UU No. 7/1989 diundangkan PA diseluruh Indonesia dan

termasuk PA Curup barulah penuh menjadi court of low karena sudah diberi

wewenang penuh untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan Peradilan

yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang

diajukan kepadanya. Sejak diundangkannya UU No.7 /1989 posisi PA

diseluruh Indonesia menduduki posisi kelas Il sedangkan PA Curup berada

pada posisi kelas 1IB. Pada tahun 1993 PA Curup telah mengusulkan

perubahan Kelas tersebut menjadi Kelas 1B mengingat beban tugas yang ada

pada PA Curup lebih tinggi dari Pengadilan Agama lainnya di Propinsi

Bengkulu, akan tetapi upaya PA tersebut tidak ada realisasinya sehingga PA

*81bid.,
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Curup meskipun dengan volume Kkerja yang sangat berat tidak mendapat
dukungan dana yang memadai sehubungan dengan posisi pada Kelas II1B
tersebut, perubahan klasifikasi Pengadilan dari Kelas 1A, 1B, 1A dan 1IB
menjadi kelas IA, IB dan Il barulah pada tahun 2009 sebagai hadiah Ulang
Tahun Kota Curup yang ke-129 pada tanggal 29 mei 2009 Pengadilan Agama
Curup menerima Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang
Perubahan Kelas Pengadilan Agama Curup dari Kelas Il menjadi Kelas IB
berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:
022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan Kelas pada 12
(dua belas) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah Kelas II menjadi kelas IB
dan 4 (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah menjadi kelas IA, ini
semua tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak termasuk Bupati
Rejang Lebong dengan Rekomendasinya kepada Mahkamah Agung untuk
peningkatan kelas Pengadilan Agama Curup mengingat Pengadilan Agama
Curup berada di satu-satunya Kota Sedang berkembang yang ada pada Propinsi
Bengkulu diluar Kota Propinsi dan Pengadilan Negeri Curup yang wilayah
hukumnya sama dengan Pengadilan Agama Curup sudah dinaikkan kelasnya

dari Kelas Il menjadi Kelas 1B.

*Ibid.,
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B.  Visi dan Misi
Visi ““Terwujudnya Putusan Yang Adil Dan Berwibawa Sehingga
Kehidupan Masyarakat Menjadi Tenang, Tertib Dan Damai,
Dibawah Lindungan Allah Swt » 00
Misi :"Menerima, Memeriksa, Mengadili, Dan Menyelesaikan Perkara-
Perkara Yang Diajukan Oleh Umat Islam Indonesia, Dibidang
Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infag, Sadagah
Dan Ekonomi Syar'iah, Secara Cepat, Sederhana Dan Biaya
Ringan".*
C. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Curup
Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan
kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan
yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama
dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang
berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan
Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun
pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah
Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat

Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus

%°Dokumentasi Visi Pengadilan Agama Curup.
®'Dokumentasi Misi Pengadilan Agama Curup.
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perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat

dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq

dan shadaqah serta ekonomi Syari’ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU

Nomor 50 Tahun 2009.%?

a.  Pengadilan Agama Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :

1.

Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi
Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan
Eksekusi.

Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Tingkat
Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta
Administrasi Peradilan lainnya;

Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di
Lingkungan Pengadilan Agama;

Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum
Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila
diminta;

Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta
peninggalan di luar sengketa antar orang — orang yang beragama
Islam;

Warmerking  Akta  Keahliwarisan  dibawah tangan untuk

pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya;

%21hid.,
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Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan
hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan
riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum

dan sebagainya.

b.  Tugas Pokok Pengadilan Agama Adalah Sebagai Berikut :

1.

Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap
perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU
Nomor 14 tahun 1970;

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan
Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara
Hukum Republik Indonesia;

Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah
dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50
tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di
tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang
Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infag, dan
Ekonomi Syari’ah serta Pengangkatan Anak;

Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itshat
Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun

Hijriyah.
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Adapun Fungsi Pengadilan Agama Curup adalah menyelenggarakan
Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus
berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah
dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50
tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan
Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai
Perkara tententu.

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah
diperbaharui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Pengadilan Agama yang
merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi
Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera,
Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera
Muda Hukum, Kasubbag Umum & Keuangan, Kasubbag Kepegawaian
Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan,
Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas
pokok dan fungsi antara lain:®®
a.  Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:

Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi,
mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan
kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

b.  Wakil Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

%3bid.,
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Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan
melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan
Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada
Ketua Pengadilan Agama.

Hakim Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab
atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam
proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi
dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka
panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidan
Bidalmin atas perintah Ketua.

Panitera Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam
merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang
Administarsi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep
rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan
tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka
panjang dan jangka pendek.

Sekretaris Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam
merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang
Administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan

menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan
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mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam
menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.
Kasubag Umum & Keuangan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :
Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakan seluruh aktivitas
pada Sub.bagian umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan
konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan
membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.
Kasubag Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana Tugas Pokok
Dan Fungsinya Adalah :
Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada
Sub. Bag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana serta menyiapkan
konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan
membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.
Kasubag Bagian Perencanaan, Ti & Pelaporan Tugas Pokok Dan
Fungsinya Adalah :
Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada
Sub. Bag Perencanaan, Tl dan Pelaporan serta menyiapkan konsep
rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat
laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.
Panitera Muda Gugatan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :
Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada

bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam
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pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab
kepada Panitera.
Panitera Muda Permohonan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada
bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam
pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab
kepada Panitera.

Panitera Muda Hukum Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir / menggerakan seluruh aktivitas
pada bagian hukumserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam
pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab
kepada Panitera.

Panitera Pengganti Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Mendampingi dan membatu Majelis Hakim mengikuti sidang
pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik
putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah
selesai pada Panitera Muda Hukum / meja Il serta bertanggung jawab
kepada Panitera.

Jurusita Dan Jurusita Pengganti Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada

Panitera.
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Letak Geografis Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama Curup kalau diamati berdasarkan letak
geografisnya, terletak dipusat Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong diJalan
S. Sukowati, KecamatanCurup, Kabupaten Rejang Lebong.

Batas-batas geografis Pengadilan Agama Curup sebagai berikut :

1. Utara : Berbatasan dengan Jalan Sukowati (Rumah Dinas Bupati)
2. Selatan : Berbatasan dengan Rumah Penduduk.

3. Timur . Berbatasan dengan Kantor PC NU RL

4. Barat : Berbatasan dengan Rumah masyarakat.®*

Kompetensi Pengadilan Agama Curup

Kompetensi yang ada di Pengadilan Agama terdiri dari Kompetensi
yakni Kompetensi Relatife dan Kompetensi Absolute.
a. Kompetensi Relatife

Kompetensi Relatife adalah kekuasaan atau dasar wilayah hukum dan
dapat juga diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu
tingkat.Dalam kekuasaan Relatife, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-
undang No.7 Tahun 1989 yang berbunyi: ‘Pengadilan Agama berkedudukan di
Kota Madya atau Ibu Kota Kabupaten dan sehubungan dengan penggugat”

Wewenang Relatife Pengadilan Agama Curup Yakni meliputi wilayah

Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang.Pada dasarnya setiap

**Dokumentasi Batas Wilayah Lokasi Pengadilan Agama Curup.
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permohonan atau gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya
meliputi:®®

1. Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi
wilayah kediaman Tergugat. Apabila tidak diketahui tempat
kediamannya maka Pengadilan dimana Tergugat bertempat tinggal.

2. Apabila Tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan
kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu
kediaman Tergugat.

3. Apabila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui atau tempat
tinggalnya tidak diketahui atau jika Tergugat tidak dikenal (tidak
diketahui) maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat.

4. Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat
diaukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda
tidak bergerak.

5. Apabila dalam suatu atau tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan

diajukan kepada Pengadilan yang domisilinya dipilih. (Pasal 118 HIR).
b. Kompetensi Absolute

Kompetensi Absolute adalah wewenang yang berhubungan dengan jenis
perkara dan sengketa kekuasaan Pengadilan. Kekuasaan Pengadilan di

lingkungan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutuskan dan

5 Abdullah Tri Wahyuni, Pengadilan Agama di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2004, hal. 78-79
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menyelesaikan perkara perdata tertentu, yaitu orang-orang yang beragama
Islam. Kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara-perkara antara lain:®

1. Perkawinan
2. Warisan, Wasiat dan hibah
3. Wakaf, Zakat, Infaq dan Sadagah
Kompetensi Pengadilan Agama diperluas setelah adanya Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 yakni dalam Pasal 49 huruf (i) bidang Ekonomi Syari’ah

dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.®’

% Abdullah Tri Wahyudi, Ibid., hal. 91.
%7Jenal Arifin, Pengadilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta:
Kencana, 2008, hal. 347.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan nafkah anak ditinjauan dari hukum positif dan hukum
Islam.

Dalam islam nafkah anak merupakan tanggung jawab seorang kepala
keluarga dalam hal ini adalah ayah dan para pugaha sepakat bahwa nafkah
adalah kewajiban. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Qur’an Surat Al-
Bagarah : 233 dan Ath-thalag : 6-7. Kewajiban ini menjadi tanggung jawab
ayah terhadap anaknya. Pentingnya tanggung jawab ini diatur secara tegas

dalam hukum islam.

Ty i b G 5 Bk, A sl sl e
Artinya :
“....Dan kewajiban ayah member Makan dan pakaian kepada para ibu
dengan cara ma’ruf”. ( 0S.Al-Bagarah : 233 ).%

2

Wj‘uuc&@&umu—bu@sbﬂﬂbdadj‘usub
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Galh 548 4lle b (g iRl 0 Al 5 VG DAL
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Artinya :
“...Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah
ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya
hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-
anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan

%8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemaha, (Semarang : PT Karya Taho Putra
Semarang, 2002), HIm. 29

65
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musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan

jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan

(anak itu) untuknya .Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah

menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa

yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan

kelapangan sesudah kesempitan.”( O.S. At-Thalaq : 6-7 )%

Pada dalil-dalil diatas menjelaskan bahwa nafkah adalah tanggung jawab
pemimpin keluarga atas rezeki yang diberikan Allah, karena didalam rezeki
kepala keluarga juga terdapat hak istri dan anak-anak.Oleh karena itu,
melalaikan kewajiban tersebut adalah melanggar ketentuan Allah SWT.Bahkan
firman Allah dalam QS. Asy-Syuura : 42 disebutkan bahwa orang yang
melakukan perbuatan dzalim dan berbuat melewati batas akan mendapatkan
adzab yang pedih, dan hal ini termasuk kedalam perbuatan dosa.

Gall iy () V1 (8 ¢ saliy Gl §sallad o 1 Je (il W)
ey Al ie il 5~

Artinya :

“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada

manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak.Mereka itu

mendapat azab yang pedih”. (QS. Asy-Syuura : 42 )"°

Melalaikan kewajiban nafkah akan menimbulkan mudharat bagi orang
lain terutama pada orang yang wajib diberikan nafkah termasuk dalam hal ini
adalah nafkah yang dilalaikan seorang ayah terhadap anaknya. Karena dapat
menyebabkan terkendalanya pemenuhan keutuhan hidup anak dan apabila
berelanjutan dapat membahayakan perkembangan fisik, psikis dan sosial anak.

Adapun hadis yang menjelasakan akibat dari nafkah yang di lalaikan oleh

mantan suami datang dari Abdullah Ibnu Umar yaitu :

% Ibid., HIm.446
0 1bid.,HIm.389
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Artinya :
“Dari Abdullah Ibnu Umar Radiyallahu’anhu bahwa Rasulullah
Shalallah’alaihi wa sallam bersabda “Cukup berdosa orang yang
membiarkan orang yang wajib diberi makan”. Riwayat Nasa’l. Dalam

lafadz riwayat Muslim : la menahan member makan terhadap orang
yvang ia miliki. e

Dan ini sesuai dengan hadits Nabi :

g“}u;w\cjmmdy,u‘mmwjamwm@\u;
caale il el g Dl V3 S Y J6

Artinya :
“Dari sahabat Abu Sa’id bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu
anhu, bahwa rasulullah shalallahu alaihi wa sallam telah bersabda :

Janganlah kamu saling memudharatkan "

Hadits Abu Sufyan :

via o e ) am, i e e B Ade b S JAm B 6
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Artinya :
“ Dari Aisyah,ia berkara : Sesungguhnya Hindun, putrid ‘Utbah pernah
berkata : Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang
lelaki yang sangat kikir. Dia member sesalu tidak mencukupi
kebutuhanku dan anakku, kecuali kalau aku mengambil miliknya tanpa

sepengetahuannya”. Beliau bersabda : “Ambillah sesuatu yang bisa
mencukupi kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang baik”.

1 Abu Abdillah Muhamm bin Ismail Al Bukhari, Shahih Bukhari., terj. Achmad Sunarto
dkk. (Semarang : CV Asy Syifa’,1993),Jus VII, cet.l,HIm. 263

2 |mam Nawawi, Hadits Arba ‘in An Nawawi,terj. 1drus Al-Kaff (Bandung : Husaini
Bandung ,1992),cet.l,HIm.50-51
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Maksudnya yaitu bahwa wajib untuk mengantisipasi setiap perbuatan
yang dapat mendatangkan mudharatbaik itu bagi diri sendiri maupun orang lain
dan adanya larangan untuk berbuat sesuatu yang dapat mendatangkan
kemudaratan. Tindakan yang tidak memberikan nafkah kepada orang yang
menjadi tanggungan adalah perbuatan penelantaran yang mana akan
mendzalimi pihak yang tidak diberi nafkah. Dan akan menjadikan suatu
tindakan kejahatan apabila dengan sengaja dilakukan karena akan
mendatangkan mudarat bagi orang yang wajib diberi nafkah.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka diperbolehan apabila
memenjarakan orang yang menolak memberikan nafkah kepada orang-orang
yang wajib dinafkahinya. Dan ini adalah sejalan dengan cabang dari kaidah A-

Djazul:"

ij'/i’ j):) 3“ C\.Ed\ :)/):AM d;i/_‘gp&j‘ 3, s, I ’!""ai

Artinya :

“kemunduran yang khusus boleh dilaksanakan demi menolak

kemudaratan yang bersifat umum”.

Dalam perceraian kewajiban memberikan nafkah oleh mantan suami ini
adalaah penting walaupun mereka sudah tidak saling terikat atau bersama-sama
lagi.Kewajiban ~ memberikan ~ nafkah  lebih  diutamakan  kepada
anak.Meninggalkan kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak

adalah termasuk kedalam perbuatan dosa, apalagi kewajiban kepada anak

menurut penulis adalah harus dipertimbangkan kembali karena ini menyangkut

® A. Djazul, Op.cit.,HIm.74
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kepada hak-hak anak dan hak-hak istri serta kewajiban suami.Karena disinilah
pengadilan berperan yaitu mewujutkan keadilan bagi para pihak yang
berperkara, mewujudkan hamooisasi dalam penyelesaian masalah rumah
tangga, dan mengantisipasi agar tindakan melalaikan nafkah tidak diulangi atau
dilakukan oleh masyarakat luas serta melindungi hak-hak anak yang harusnya
diterima. Melepaskan begitu saja tanggung jawab ayah terhadap nafkah
anaknya yang telah dilalaikan sama saja dengan menghapus kewajiban ayah
dalam memberikan nafkah yang sangat jelas disebut dalam Al-Qur’an maupun
Sunnah bahwa nafkah itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan.
Majelis hakim berdasarkan wawancaara yang penulis lakukan
berpendapat bahwa nafkah anak adalah menjadi kewajiban kedua orang
tuanya, terutama ayahnya sedangkan ibunya membantu jika ayahnya
tidak mampu atau berhalangan dan karena istri menuntut nafkah kedua
anaknya masing-masing Rp 1.000.000 sedangkan suami hanya sanggup
Rp 500.000 oleh karena itu Majelis Hakim menilai berdasarkan kepada
Pasal 105 ¢ dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam namun
demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan
kebutuhan si anak dan kemampuan ayah pada sisi lainya, maka dalam
hal ini Majelis Hakim menetapkan dan menghukum ayah untuk
memberikan masing-masing kepada anak sejumlah Rp 750.000 .
Ketentuan islam dalam membina rumah tangga untuk memelihara anak
adalah kewajiban ayah. Ibu dapat ikut andil dalam mencari nafkah, namun ini
bukan berarti seorang ayah menjadi hilang kewajiban nafkahnya.
Berpindahnya kewajiban nafkah ini baru dapat berlaku apabila ternyata ayah
menderita cacat fisik atau mental yang menyebabkan tidak memungkinkan

untuk ayah mencari nafkah sehingga yang mencari nafkah untuk anak tidak

lain adalah ibu.

™. Wawancara Dengan Bapak Muhammad Yuzar S.Ag., M.H. Sebagai Anggota Majelis
Hakim Pengadilan Agama Curup, Pada Tanggal 1 Februari 2018.
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Berbeda halnya ketika ayah dengan sengaja malalaikan kewajibannya
member nafkah padahal ia mampu secara fisik dan mental bahkan mampu
dalam segi ekonomi, memiiki pekerjaan dengan gaji tetap yang tinggi. Apabila
ini terjadi maka ayah harus mengembalikan nafkah yang sudah diberikan ibu
kepada anaknya, bahkan ketika sudah bercerai pun mantan suami masih
berkewajiban memberikan nafkah terhadap mantan istri dan anak, terutama
kepada anak.Ini sejalan dengan pendapat Syafi’i bahwa dengan ketetapan
hakim maka nafkah yang telah dipenuhi oleh ibu atas nafkah yang telah dengan
sengaja dilalaikan oleh ayah, maka nafkah tersebut menjadi wajib bagi ayah
dan harus dibayarkan.

Dalam kaidah figih yang umum ( Al-Qawaid Al-Fighiyah Al-Ammah )
disebutkan juga bahwa :

% ° 2w gyc 0% - o e 2
413 V) B T ke x5 A K

Artinya :

“Setiap kewajiban yang dibebankan kepada seseorang maka dia tidak

terbebas dari kewajiban kecuali ia melaksanakannya”. »

Islam dengan tegas mengatur bahwa dalam lingkup rumah tangga yang
wajib untuk memenuhi nafakah adalah kepala rumah tangga dalam hal anak
yang memenuhi nafkah tersebut adalah ayahnya. Begitupun dijelaskan dalam
Pasal 80 ayat 4 KHI, sesuai penghasilan suami menanggung :

a.  Nafkah, kiswah dan tempat tinggal bagi istri.

b.  Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi

istri dan anak.

c.  Biaya pendidikan anak.”

™ A. Djazuli, Op.cit.,HIm.108
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Selain itu sebagaimana diketahui bahwa dalam Pasal 49 (a) UU No.3
Tahun 2006 : pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,
mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara
orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan pada Pasal 34
ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (5) KHI : Jika suami atau istri
melalaikan kewajiban, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada
Pengadilan Agama.

Terhadap pasal-pasal ini menjelaskan bahwa Pengadilan Agama adalah
berwenang pada penyelesaian perkara dalam masalah perkawinan bagi orang-
orang yang beragama islam dan adanya ketakutan bahwa kewajiban yang
dilalaikan adalah bisa merupakan kewajiban dalam lingkup rumah tangga dan
ini adalah ketentuan yang telah diatur oleh hukum islam bahkan juga oleh

hukum positif.

Dasar Atau Alasan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Gugatan Nafkah
Anak Pada Perkara Nomor 37/Pdt.6/2018/PA Curup di Pengadilan
Agama Curup

Kasus yang menjadi bahan penelitian penulis di Pengadilan Agama
Curup terdaptar dalam register Nomor : 37/Pdt.G/2018/PA Crp yaitu mengenai
putusan hakim dalam hal ini ialah penyelesaian kasus nafkah anak yang mana
dalam putusan tersebut majelis hakim mengabulkan tuntutan nafkah anak

namun tidak dikabulkan sepenuhnya yang diajukan oleh Termohon.

" Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, HIm.44
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Perkara ini merupakan perkara permohonan cerai talak yang didalamnya
tedapat tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh termohon dalam rekonvensi
dan terjadi pada pasangan suami isteri yang telah menikah selama lima tahun
yaitu pada tanggal 10 Februari 2007 di kelurahan Pasar Ujung dan ternyata
serta dicatat dalam buku /duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/05/11/2007
yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kepahiang
tertanggal 12 Februari 2007. Selama membina rumah tangga telah melakukan
hubunga layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki
berumur 9 tahun dan anak perempuan berumur 4 tahun.

Surat permohonan cerai talak diajukan dan terdaftar di kepaniteraan
Pengadilan Agama Curup pada tanggal 10 Januari 2018 oleh pemohon, umur
35 tahun, agama islam, pendidikan S1 pekerjaan pegawai negeri sipil (guru),
bertempat tinggal di  Kabupaten Kepahiang sebagai  pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi, melawan Termohon, umur 37 tahun, agam
Islam, pendidikan sarjana, pekerjaan pegawai negeri sipil (guru), bertempat
tinggal di Kabupaten Kepahiang sebagai Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi.

Dalam rekonvensi Penggugat tidak menuntut nafkah iddah dan nafkah
mut’ah namun menuntut hak nafkah dua orang anaknya sampai anak tersebut
dewasa atau sudah menikah yaitu : 2/3 gaji tergugat untuk anak.

Perkara ini diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim yang terdiri
dari 3 orang yaitu : Muhammad Hanafi, S.AG. sebagai ketua majelis,

Rogaiyah, S.AG. dan Muhammad Yuzar, S.AG., M.H. sebagai hakim anggota
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dalam memutusan perkara ini tidak terdapat dissenting openion (perbedaan
pendapat) diantara majelis hakim.

Berdasarkan pakta-pakta yang ada di dalam persidangan Majelis Hakim
memutuskan untuk menerima tuntutan nafkah anak namun tidak mengabulkan
sepenuhnya. Adapun yang menjadi alasan dan dasar hukum terhadap tuntutan
nafkah anak dikabulkan oleh Majelis Hakim dan tidak dikabulkan semuanya
ialah sebagai berikut :

Terhadap tuntutan penggugat agar tergugat dihukum untuk membayar
nafkah dua orang anak yang tinggal bersama penggugat dan dibebankan
kepada tergugat rekonvensi masing-masing sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta
rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah.bahwa
terhadap tuntutan penggugat rekonvensitersebut, tergugat rekonvensi dalam
jawabannya menyatakan mengenai nafkah dua orang anak, tergugat hanya
sanggup memberikan sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap
bulan untuk satu orang anak akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa oleh karena hak pemeliharaan dua orang anak tidak dipersoalkan
tergugat berada dibawah asuhan penggugat, maka untuk membayar nafkah
pemeliharaan anak tersebut harus ditanggung oleh tergugat sesuai ketentuan
Pasal 105 huruf ¢ dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum islam, namun
demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan
si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Bahwa tergugat pada jawabannya menyatakan hanya menyanggupi

memberkan biaya anak masing-maasing sejumlah Rp 500.000 (lim ratus ribu



74

rupiah) setiap bulan, maka menurut Majelis Hakim jumlah yang layak sesuai
kemampuan tergugat yang bepenghasilan rata-rata sejumlah Rp 5.500.000
(lima juta lima ratus ribu rupiah) oleh karenanya Majelis Hakim mentapkan
menghukum Tergugat memberikan nafkah dua orang anak masing-masing
sejumlah Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dank
arena usia anak semakin hari semakin bertambah dan bertambah pula
kebutuhannya, maka Majelis Hakim menetapkan bahwah biaya tersebut hanya
sebatas minimal artinya kewajiban tersebut dapat disesuaikan dengan usia dan
kebutuhan anak serta kemampuan tergugat serta perubahan nilai mata uang,
dan untuk menjamin kepastian hukum harus di tetapkan, oleh karena itu
Majelis Hakim menetapkan dan menghukum tergugat untuk memberikan
nafkah kepada dua orang anaknya setiap bulan sampai usia dewasa (21 tahun)
atau sudah mandiri atau sudah menikah masing-masing sejumlah Rp 750.000
(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan penambahan 10% dari nominal
tersebut setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan berdasarkan
ketentuan angka 14 surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015
tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkama Agung
Tahun 2015 sebagai pedoman pelakasanaan tugas pengadilan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan mengenai kebijakan hakim
dalam mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya salah satu anggota
Majelis Hakim yaitu bapak Muhammad Yuzar S.Ag., M.H. menyatakan
bahwah :

“Tuntutan nafkah anak pada perkara ini diterima sebagian dan tidak
ditolak selebihnya oleh Majelis Hakim dikarenakan menimbang
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berdasarkan kebutuhan yang diperlukan oleh anak berdasarkan umur

anak, dan juga berdasarkan kemampuan pemohon/Ayah. Dalam

memutuskan perkara tuntutan nafkah nak, hakim tidak mengacu kepada
pasal 16 peraturan pemerintah UU No. 7 Tahun 1977 tentang kewajiban

PNS yang bercerai. Menurut Majelis Hakim pengadilan tidak punya hak

dalam hal memutuskan berapa-berapa biaya yang harus di tanggung

ayah namun Majelis hakim dapat menghukum ayah untuk membrikan
nafkah kepadak anak, berdasarkan musyawarah dan atas dasar

kesepakatan bersama s

Dalam memutuskan kasus ini Majelis Hakim berdasarkan kepada
Ketentuan angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015
Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan.

Jadi Majelis Hakim dalam hal ini memutuskan berdasarkan pasal 105
huruf ¢ dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, namun demikian
mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak
disatu sisi dan dan kemampuan ayah pada sisi yang lain.

Jadi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini lebih mengutamakan
kepada kemaslahatan kedua belah pihak, sesuai dengan Kaidah Figh

Sl qln e 25 sl 03

Artinya :

“Menolak kemudaratan lebih diutamakan dari pada menolak maslahat”.

Maksud kaidah ini, jika dikaitkan dengan kasus diatas adalah : jika si
anak tidak mendapatkan nafkah sama sekali itu akan membahayakan

kehidupan si anak, akan memberi mudarat kepada si anak dikarenakan

orangtuanya sudah bercerai, walaupun nafkah yang didapatkan tidak sesuai

. Wawancara Dengan Bapak Muhammad Yuzar S.Ag., M.H. Sebagai Anggota Majelis
Hakim Pengadilan Agama Curup, Pada Tanggal 1 Februari 2018.
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dengan yang diinginkan, tetapi itu adalah nafkah yang terbaik untuk si anak
yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim dan juga hal ini telah sesuai dengan
undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam, dan juga sesuai

ketentuan Pasal 105 huruf ¢ dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1.

Pelaksanaan hasil penelitian putusan di Pengdilan Agama Curup, dalam
memutuskan perkara nafkah anak Majelis Hakim berlandaskan kepada
Ketentuan angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03
Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas
Pengadilan. Terhadap nafkah anak dalam perkara Nomor
:37/Pdt.6/2018/PA.Crp Majelis Hakim bersandar kepada (volledig een
bindende bewijskracht) sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim juga
bersandar kepada ketentuan Pasal 105 huruf ¢ dan Pasal 149 huruf d
Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah
pembebanan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak di satu
sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain. Oleh karena itu Majelis
Hakim tidak menerimah tuntutan termohon konvensi/penggugat
rekonvensi sepenuhnya, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa nafkah
anak juga harus disesuikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan ayah

di sisi lainnya.
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Dasar kebijakan Nafkah anak adalah kewajiban yang harus ditunaikan
ayah bahkan saat ayah tersebut berada dalam kemiskinan. Dalam hukum
Islam tindakan melalaikan kewajiban nafkah merupakan dosa besar. Hal
ini selain untuk memenuhi hak-hak anak juga untuk memeihara maslahat.
Berkaitan dengan perkara Nomor : 37/Pdt.6/2018/PA.Crp, pandangan
hukum islam terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai nafkah
anak sudah tepat walaupun didalam islam sudah ditentukan, jika nafkah

anak tersebut dilalaikan oleh ayah sedang iya mampu.

B. Saran

Bedasarkan kesimpulan tersebut di atas dapat dikemukakan saran-saran

sebagai berikut :

1.

Penelitian mengenai nafkah anak masih sangat sedikit dan materi
mengenai nafkah anak juga masih sangat terbatas. Oleh karena itu
penelitian lebih lanjut mengenai hal ini sangat diperukan. Dan perlu
menjadi bahan perhatian agar menetapkan ketentuan yang lebih tegas
mengenai nafkah anak agar tidak terjjadi perbedaan hukum di
kemaslahatan bagi para pihak.

Hukum terkait nafkah anak belum disinggung secara tegas dalam
undang-undang dan disini memerlukan kepekaan hakim dalam
memutuskan perkara ini agar dapat mewujudkan keadilan sesuai dengan
aturan Islam dan rasa adil bagi para pihak yang berperkara. Hakim harus
membuka celah agar nafkah anak dapat untuk dituntut bagi para pencari

keadilan dengan memperhatikanfakt-fakta yang ada pada persidangan.
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Peran pengadilan agama sangat diperlukan dalam kasus ini sebagai
lembaga yang dapat mengantisifasi agar kelalaian dalam memberikan
nafkah tidak menjadi suatu hal yang biasa bagi masyarakat. Langkah
preventif ini adalah untuk melindungi hak-hak anak dan menumbuhkan

rasa tanggung jawab seorang ayah kepada anak dan keluarganya.
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